PEMERINTAH DAERAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No.6 Telp (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG 40171

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 42(-2 / 848\ -BPSMK

Merujuk kepada :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor Nomor: 421.3/50 — Dikmen, tanggal
29 Desember 2015, perihal Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina
Nusantara Kab. Bogor;

2. Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Nomor:
423.1/0739/Cadisdik.Wil.1/I1V/2020, tanggal 11 Juni 2020, perihal Usulan NPSN
Baru SMK Bina Nusantara Kab. Bogor.

BSuthennohananKepalaSMKBlnaNummaraKab Bagerﬂmmr:

030/SMK.BNS/V1/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Permohonan Rekomer
Penerbitan NPSN Baru

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:
Nama Sekolah  : SMK Bina Nusantara Kab. Bogor.
Yayasan : Pendidikan Tunas Harapan Islami
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

JI. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. 021 8753191
Cibinong 16014

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/%50- Dikmen

TENTANG

UIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA NUSANTARA
JL. KP. BARU RT 002/002 DESA SINGABANGSA
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang . a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, serta mﬂungkatkau partisipasi masyarakat dibidang i
pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) BINA NUSANTARA vyang berlokasi di JI. Kp. Baru
RT 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA
NUSANTARA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen

1. Program Keahlian . Keuangan

2. Paket Keahlian . Perbankan Syariah
yang berlokasi di JI. Kp. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan
Tenjo Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8); |

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan o

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 4
mmmmmmm _ ’ - -
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional,;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan '
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pmmm;;
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20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 . 20 PUaTg

Pendirian, Penggabungan, Perubahar. ' _me, d°n 7 nee
Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Islami .o
033/SM.BNS/I/2015 Tanggal 9 Maret 2015 perihal permohonan ijin
operasional SMK Bina Nusantara,

2. Surat Kepala Desa Singabangsa Nomor : 141.7/Ds.Sbg/02/2015 Tanggal
20 April 2015 perihal Rekomendasi,

3. Surat Camat Tenjo Nomor : 421/0/- Kec Tanggal 02 Mei 2015 perihal
Rekomendasi dan dukungan pendirian SMK Bina Nusantara,

4. Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tenjo Nomor : 821/111-SMK
Tanggal 26 Maret 2015 perihal Rekomendasi;

5. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor

N Nomor : 563/7783/Penlatkertrans/2015 Tanggal 10 Desember 2015
perihal Rekomendasi pendirian SMK;

6. Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
HAM RI Nomor : AHU-0010724.AH.01.04 Tahun 2014 Tanggal 12 Juli
2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan
Tunas Harapan Islami di Kabupaten Bogor;

7. Surat Pernyataan dukungan dari sekolah sekitar/terdekat :

Surat Kepala SMK Modis Nomor : 0231/SR-SMKM/I/2015 Tanggal 6
Januari 2015 perihal Dukungan dan Rekomendasi;

Surat Kepala SMK Kencana Nomor : 421.13/058/SMK.K/1/2015
Tanggal 3 Januarit 2015 perihal Rekomendasi;

8. Salinan Akta Notaris Nomor : 11 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Akta
Pendirian Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Islami. Notaris Yuli
Damayanti ,SH J1. Raya Serang km. 16,8 Cikupa - Tangerang

MEMUTUSKAN

- Memberikan Ijin kepada
Nama Yayasan © YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS
Alamat : J1. KP. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa

Scanned by TapScanner



b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan
;t;t:dlprogmm pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
mmﬂlhpotenmkeouﬂmdm/ataubnkatmummmtukmmapm
prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Provinsi, Nasional dan Internasional;

| d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada

| satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

| mmaumngum]ahdmkuahﬁkampendld:Emdmtmaakepam:km
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik
sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan
peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak
digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA . Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud
pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada
yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin
pendirian baru;

KEEMPAT . Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan
pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi
tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan
dan/atau batal demi hukum;

KELIMA . Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga
merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini
batal demi hukum;

KEENAM :Segﬂabmmghmbﬂah’batdikeluarkmyakepmmmﬁ
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